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ABSTRACT 

 Zakat is the third pillar of Islam, zakat is the most important worship in the Qur'an, Allah 

explains zakat along with explaining prayer. Zakat in terms of fiqh terms means "a certain amount 

of property that is required by Allah to be handed over to those who are entitled" in addition to 

meaning "to spend a certain amount itself. Therefore, the law of zakat is obligatory (fard) on every 

Muslim who has met certain conditions. Zakat is included in the category of worship (such as prayer, 

pilgrimage, and fasting) which has been regulated in detail based on the Qur'an and as-Sunnah, as 

well as a social and humanitarian charity that can develop in accordance with the development of 

mankind. Ibn Zaid said, "Salat and zakat are obligatory together, not separately." Then he also said 

"Prayer will not be accepted without zakat. Congratulations to Abu Bakr who understands this 

matter correctly. One of the zakat that is obligatory for Muslims is professional zakat.The purpose of 

this study is to find out how the professional zakat system even though in Islam does not have a level 

of detail, it still carries out perfect zakat. So that people who have professions can issue zakat on 

wealth with existing provisions. 
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ABSTRAK 

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling 

penting dalam Al-Qur’an, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sembahyang. 

Zakat dari segi istilah fikih berarti ”sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan 

kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. 

Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-

syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah 

diatur secara rinci  berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial 

kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat 

manusia. Ibnu Zaid berkata,”shalat dan zakat diwajibkan bersama, tidak secara terpisah-pisah.”. 

Kemudian beliau juga berkata “shalat tidak akan diterima tanpa zakat. Selamat bagi Abu Bakr yang 

mengerti benar tentang masalah ini. Salah satu zakat yang wajib bagi umat islam adalah zakat 

Profesi.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem zakat profesi walaupun 

secara islam tidak memiliki tingkat keditailan namun tetap melalukan zakat yang sempurna. 

Sehingga masyarakat yang memiliki profesi dapat mengeluarkan zakat kekayaan dengan 

ketentuan yang ada. 

 

Kata kunci : Zakat, Profesi, Kepala keluarga , PNS  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah bagaikan menanam di sebuah kebun 

yang terletak di dataran tinggi, ia akan memperoleh hasilnya dua kali dalam setahun. Kebun 

tersebut mendapatkan curah hujan yang cukup, atau hujan gerimis dan embun yang memadai. 

Demikian pula halnya orang yang mengeluarkan zakat atau infak, ia akan memetik hasilnya 

berlipat ganda, memperoleh pahala dan memperoleh keberkahan harta yang dizakati. Adapun 

besar dan kecilnya pahala dan berkah yang akan dipetik, tentu sesuai dengan amal yang 

diberikan. Namun pahala dan keberkahannya tidak akan terputus selama hujan dan gerimis 

turun untuk memberikan kesuburan tanahnya. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, 

zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting kerap kali dalam Al-Qur’an, Allah 

menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sembahyang. Zakat juga salah satu 

unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) 

atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam 

kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten 

berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan 

kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. 

Salah satu zakat yang wajib bagi umat islam adalah zakat Profesi. Pembahasan mengenai 

tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat 

yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat 

secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan 

harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. 

Di Indonesia, untuk meningkatkan daya kelola zakat, pemerintah dengan DPR 

menerbitkan UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU No.17 tahun 2000 

tentang pajak penghasilan untuk mengakomodasi umat IslamPeneliti merasa masalah zakat 

profesi perlu untuk dibahas lebih mendalam mengingat minimnya pengetahuan peneliti dan 

masyarakat mengenai zakat profesi yang pada akhirnya berimbas pada kurangnya kesadaran 

masyarakat khususnya umat muslim dalam menunaikan zakat profesi. Peneliti memilih subjek 

“kepala keluarga” dalam penelitian ini karena peneliti berasumsi bahwa kepala keluarga lah 

yang menjadi poros utama dalam  hal pengetahuan terhadap hukum-hukum islam dimana 

dalam hal ini mengenai hukum zakat profesisebab nanti pada gilirannya sang kepala keluarga 

lah yang akan mengedukasikan nya pada anak-anaknya kelak. 
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METODE PENGABDIAN 

Berikut  beberapa tahapan yaitu : 
1. Tahap Pendahuluan 

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan 

tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan. 

2. Tahap Persiapan  

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada 

tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah 

yang muncul.  

3. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori 

dan sosialisasi tentang  

4. Tahap Evaluasi. 

Adapun metode pendekatan yang di lakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah 

sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan 

menggunakan metode ceramah, permainan/game, diskusi, dan presentasi oleh peserta.  

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:  

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan):  

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan 

melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan 

pengabdian.  

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):  

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengeloalan usaha dengan tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan kewirausahaan mereka.  

3. Langkah 3 (Penyimpulan):  

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat 

perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut. Serta dapat 

merancang usaha baru dengan membuat business plan yang visible, dan kemudian 

mempresentasikannya di depan forum untuk mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Zakat Profesi Menurut Pelaksanaan  Yusuf Qardawi 

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah 

apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua 

macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang 

lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini 

merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat 

seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan 

seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan 
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memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua- duanya. Penghasilan 

dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. 

 Bentuk-bentuk penghasilan dengan bentuknya yang modern, volumenya yang 

besar, dan sumbernya yang luas itu, merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh para ulama 

fikih pada masa silam. Kita menguraikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam tiga 

pokok fasal:  

1. Pandangan fikih tentang penghasilan dan profesi, serta pendapat para ulama 

fikih pada zaman dulu dan sekarang tentang hukumnya, serta penjelasan tentang pendapat 

yang kuat.  

2. Nisab, besarnya, dan cara menetapkannya.  

3. Besar zakatnya.  

 

          Pandangan Fikih tentang Penghasilan dan Profesi Pendapat Mutakhir  

 Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul 

Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di 

Damaskus pada tahun 1952. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang 

teksnya sebagai berikut: "Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun 

dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan 

Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai 

penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan 

bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil 

penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan 

kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat 

menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), 

yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat."  

Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang - untuk bisa dianggap kaya - yaitu 12 

Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat 

seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang 

wajib zakat dan orang miskin penerima zakat. Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, 

yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus 

terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat 

atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa 

yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut." 

(Qardawi, Hukum Zakat, 2011) 
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 Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang 

seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita 

tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib 

mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun. (ibid) 

         Gaji dan Upah adalah Harta Pendapatan  

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, - adalah bahwa zakat wajib dipungut 

dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah 

cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun.  

       Mencari Pendapat yang Lebih Kuat tentang Zakat Profesi  

Harta Penghasilan dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup 

masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan 

zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi temak yang sudah 

dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan 

zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya zakat ganda, yang dalam 

perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak." Yang kita bicarakan disini, adalah tentang 

"harta penghasilan," yang berkembang bukan dari kekayaan lain, tetapi karena penyebab 

bebas, seperti upah kerja, investasi modal, pemberian, atau semacamnya, baik dari sejenis 

dengan kekayaan lain yang ada padanya atau tidak.  

            Para Ulama Fikih Lain dan Kalangan Tabiin dan Lainnya  

 Mengenai pemungutan zakat dari "harta penghasilan" yang bersumber dari Zuhri 

dan Hasan adalah seperti yang diutarakan Ibnu Hazm. (Kita akan mengulas sedikit hal tersebut 

waktu membicarakan cara pengeluaran zakat "harta penghasilan"). Sebelum itu sudah 

terdapat pendapat serupa dari al-Auzaâ€™i. Bahkan Ahmad bin Hanbal diriwayatkan 

berpendapat yang mirip hal itu. Dan kita telah menerangkan dalam fasal sebelum ini pendapat 

tentang seseorang yang mengambil sewa dari penyewaan rumahnya bahwa ia harus 

mengeluarkan zakat hasil sewaan tersebut ketika menerimanya, sebagaimana disebutkan 

dalam al-Mughni. Ahmad berpendapat, dari sumber beberapa orang, bahwa orang itu 

mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya. Ibnu Mas’ud meriwayatkan dengan sanad ia 

sendiri apa yang telah kita terangkan diatas tentang zakat pemberian. (Qudamah, 1997) 

Perbedaan Mazhab Empat Dalam Masalah Harta Penghasilan  

 Para imam mazhab empat berbeda pendapat yang cukup kisruh tentang harta 

penghasilan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam al- Muhalla. Ibnu Hazm berkata, 

bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila 

mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta 
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sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan itu 

dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian 

bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak - meski satu jam menjelang waktu 

setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu 

bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang 

peliharaan, atau anak- anak binatang peliharaan atau lainnya. Syafi'i mengatakan bahwa harta 

penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki 

harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang pelhiaraan dikeluarkan 

bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab 

maka tidak wajib zakatnya.   

Memilih Pendapat yang Lebih Kuat tentang Pengeluaran Zakat Penghasilan pada Waktu 

Diterima  

 Setelah diperbandingkan pendapat-pendapat di atas dengan alasan masing-masing, 

diteliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam- macam kekayaan, 

diperhatikan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula 

kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini, maka saya berpendapat harta hasil 

usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang 

lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh dari modal 

yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, 

percetakan, tempat- tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu 

tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima. 

           Pendapat Masa Kini  

 Adalah bijaksana bila kita menyebutkan disini, bahwa seorang penulis Islam yang 

terkenal, Muhammad Ghazali, telah membahas masalah ini dalam bukunya Islam wa al-Audza' 

al-Iqtishadiya. Lebih daripada dua puluh tahun yang lalu. Setelah menyebutkan bahwa dasar 

penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah 

lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau 

atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah 

buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh, maka beliau mengatakan; "Dari sini 

kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari 

pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama 

dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan 

persyaratan- persyaratannya." Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, 

pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebangsanya wajib mengeluarkan zakat dari 

pendapatannya yang besar. (Qardawi, Hukum Zakat, 2011) 
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            Nisab Mata Penghasilan Dan Profesi  

Kita sudah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, 

sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih 

dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa 

yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang 

kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti "lebih" (‘afw) yang dijadikan Quran sebagai sasaran 

zakat tersebut. Allah berfirman "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka 

nafkahkan Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan." (al-Baqarah: 219). Dan Rasulullah s.a.w. 

bersabda: "Kewajiban zakat hanya bagi orang kaya." "Mulailah dari orang yang menjadi 

tanggunganmu." Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat. Bila 

zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nisab, maka berapakah besar nisab dalam kasus ini? 

. Muhammad Ghazali dalam diskusi diatas cenderung untuk mengukurnya menurut ukuran 

tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan 

seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. 

Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq (50 kail Mesir) atau 

653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkantanah seperti gandum, wajib berzakat.  

Fakta bahwa para pemerintahan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, 

meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak. Berdasarkan hal 

itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari 

dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nisab. Semoga 

pendapat-pendapat sebagian ulama fikih yang menegaskan bahwa harta penghasilan wajib 

zakat dan cara mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, dapat membantu kita 

dalam menetapkan kebijaksanaan wajib zakat atas penghasilan pegawai dan golongan profesi 

tersebut. 

           Cara Pengeluaran Zakat Harta Penghasilan 

Ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib zakat, 

diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya:  

a. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin 

membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera 

mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin 

membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan 

kekayaannya yang lain-lain. (Qardawi, Hukum Zakat, 2011) 

b. b. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat ada 

bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu 

tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan 

zakatnya itu 
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 Dalam masalah ini yang lebih kuat menurut saya adalah pendapat bahwa 

penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya, sebagaimana yang dikatakan Zuhri 

dan Auza'i, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima ini khususnya bagi mereka 

yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan 

mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya 

yang lain bila ia tidak kuatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia kuatir penghasilan itu akan 

terbelanjakan olehnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Dan juga sekalipun ia 

membelanjakan penghasilannya itu, maka zakatnya tetap menjadi tanggungjawabnya, dan bila 

tidak mencapai nisab, zakatnya dipungut berdasar pendapat Makhul yaitu bahwa kekayaan 

yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya, kekayaan yang harus 

dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak 

mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan 

penghasilan yang tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat sampai mencapai nisab bersama 

dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya 

dimulai dari saat tersebut.  

            Pengeluaran Zakat Profesi dan Gaji Bersih 

 Setelah kita menegaskan pendapat yang terpilih tentang kewajiban zakat atas 

gaji, upah, dan sejenisnya, maka kita menegaskan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil 

dari pendapatan bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya 

hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi 

tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan 

kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah senisab yang sudah 

melebihi kebutuhan pokok sebagaimana telah kita tegaskan di atas. Juga harus dikeluarkan 

biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan pada 

pengqiasannya kepada hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya harus dikeluarkan 

terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan zakatnya dari sisa. Itu adalah pendapat 'Atha dan lain-

lain. Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai 

nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang - setelah biaya-

biaya diatas dikeluarkan misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib 

zakat. (Qardawi, Hukum Zakat, 2011) 

            Besar Zakat Profesi Dan Sejenisnya  

Penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau dari modal kerja seperti penghasilan 

pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sebangsanya-besar zakatnya 

adalah sepersepuluh dari pendapatan bersih setelah biaya, hutang, kebutuhan- kebutuhan 

pokok dan lain-lainnya dikeluarkan, berdasarkan qias kepada penghasilan dari hasil pertanian 

yang diairi tanpa ongkos tambahan. Tetapi pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan saja 

seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan 
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mereka, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempat puluh, sesuai dengan 

keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh, baik harta 

penghasilan maupun yang harta yang bermasa tempo, dan sesuai dengan kaedah Islam yang 

menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan 

Ibnu Mas’ud dan Mu'awiyah yang telah memotong sebesar tertentu, berupa zakat, dari gaji 

para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga 

sesuai dengan apa yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengqiasan penghasilan 

kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari 

pengqiasannya kepada hasil pertanian. Sedang yang lebih tepat diqiaskan kepada pendapatan 

hasil pertanian adalah pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan sejenisnya berupa 

modal- modal yang memberikan penghasilan sedangkan modal tersebut tetap utuh.  

Ini berarti bahwa besar zakat pendapatan kerja lebih ringan dari besar zakat pendapatan 

modal atau modal kerja. Inilah yang diterapkan oleh sistem perpajakan modern yang oleh para 

ahli moneter dihimbau agar keadilan diterapkan melalui penetapan pajak berdasarkan kuat 

atau lemahnya sumber pendapatan tersebut sehingga salah satu ciri penting kepribadian pajak 

pendapatan adalah perhitungan atas sumber pendapatan tersebut. Dan karena sumber 

pendapatan pada pokoknya tidak keluar dari tiga hal, yaitu modal, kerja, dan gabungan antara 

modal dan kerja, maka ketentuan dalam dunia perpajakan adalah bahwa besar pajak 

pendapatan atas modal tetap atau yang berkembang mempunyai urutan lebih tinggi daripada 

besar pajak yang dikenakan atas penghasilan dari kerja. Karena modal merupakan sumber 

yang lebih stabil dan mantap, sedangkan kerja merupakan sumber yang paling tidak stabil. 

Mereka menegaskan bahwa perhatian terhadap sumber pendapatan seharusnya 

menyebabkan pajak yang ditetapkan dapat mengurangi beban pajak, orang-orang yang 

memperoleh pendapatan dari sumber yang lemah, dan itu berarti berperan aktif mewujudkan 

keadilan dalam distribusi pendapatan. 

Pengelolaan Zakat Profesi oleh Lembaga yang Berwenang Berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan yang Berlaku 

 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat 

merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan 

pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, 

dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat 

harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, 

kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. 

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, 
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pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan 

pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu 

kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga 

yang pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan 

zakat secara nasional. 

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ 

wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan. Zakat 

wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan 

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan 

kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan 

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial 

keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial 

keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuia dengan 

peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan 

tersendiri. Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota 

dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat 

dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 
Gambar Pelaksanaan PKM 

 

KESIMPULAN 

Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan seperti pendapatan pegawai dan golongan 

profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan 
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adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang 

sebanyak seperempat puluh, baik harta penghasilan maupun yang harta yang bermasa tempo, 

dan sesuai dengan kaedah Islam yang menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar 

kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas’ud dan Mu'awiyah yang telah memotong sebesar 

tertentu, berupa zakat, dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam 

kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul 

Aziz. 

            Saran 

1. Untuk Badan Amil Zakat atau Unit Pengumpul Zakat 

Penulis menyarankan agar kiranya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai 

pentingnya mengeluarkan zakat untuk lebih digalakkan lagi. Kegiatan sosialisasi tentang zakat 

sangat dibutuhkan oleh mereka. Kemudian penulis menyarankan juga, pemerintah yang dalam 

hal ini diwakilkan oleh Badan Amil Zakat, dapat memperbanyak petugas Unit Pengumpul Zakat 

(UPZ), sehingga dapat terjun langsung dalam penyerapan potensi zakat di masyarakat.  

2. Untuk Masyarakat 

 Bagi masyarakat, penulis menyarankan agar dapat memperkaya diri dengan ilmu 

pengetahuan. Tidak ada kata terlambat dalam menambah ilmu pengetahuan, terlebih-lebih 

ilmu spiritual. Dengan berzakat, berarti masyarakat telah mengansuransikan jiwa dan harta 

mereka. Tak tanggung-tanggung, Allah SWT langsung yang menjadi penyelenggara ansuransi 

tersebut. Apabila kita mengalami kebangkrutan, kita tidak perlu repot-repot untuk 

mengajukan klaim seperti yang berlaku pada agen-agen ansuransi yang beredar saat ini, sebab 

Allah SWT maha mengetahui, dan pastilah Allah SWT akan menggantinya berlipat-lipat ganda, 

baik diganti langsung didunia ini, maupun Allah akan menangguhkannya untuk harta kita di 

Akhirat kelak. Amiin.   
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